WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BALIKPAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian Daerah diperlukan usaha yang nyata dari
Pemerintah Daerah dengan memberdayakan Perusahaan
Daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat
dengan menunjang permodalan Perusahaan Daerah melalui
Penyertaan Modal Daerabh;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan
Daerah Kota Balikpapan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

S.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Balikpapan
Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Balikpapan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan
WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Balikpapan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Balikpapan
dan fungsinya terkait dengan penyertaan modal daerah pada
pihak ketiga.

Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah
baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah
Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang
bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
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Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah.

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya
untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Direksi « adalah organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau Kkhusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada

direksi.

BAB Il

TUJUAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat
struktur permodalan Perusahaan Daerah dan meningkatkan
kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta
mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah,
meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah, penyerapan
tenaga kerja dan pemanfaatan potensi Daerah.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas
serta saling menguntungkan.

BAB Il
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Nilai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah
direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah).

Nilai Akumulasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang sudah disertakan/disetor
kepada Perusahaan Daerah sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp.
37.023.458.254,00 (tiga puluh tujuh milyar dua puluh tiga
juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima
puluh empat rupiah).

Nilai komulatif Penyertaan Modal Daerah kepada
Perusahaan Daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.
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Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap
Perusahaan Daerah, Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku

dan dianggap sah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 5

Walikota bertanggung jawab atas pembinaan Penyertaan
Modal Daerah pada Perusahaan Daerah.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah
dan/atau Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Tata cara pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah
pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Walikota.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 6
Pengawasan teknis Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah dilakukan oleh Walikota.
Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan
fungsinya.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI



Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd
SAYID MN FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT \ BALIKPAPAN
KEPA JKUM,
w

NIP 19 3 1004



